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KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahim,

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
mengkaruniakan kesehatan dan juga kelapangan berpikir kepada penulis sehingga
akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan.

Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada junjungan kita
Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memembawa kita semua kepada alam yang
penuh dengan rakhmad dari Allah SWT.

Penulisan skripsi ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban akhir
dari perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam Program
pendidikan strata satu (S-1), pada bidang hukum pidana.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini
adalah “MASALAH PENYITAAN YANG DILAKUKAN OLEH POLRI SELAKU
PENYIDIK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA”.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada
kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut
terutama kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Medan Area dan juga sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Penulis.
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BABI

PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara hukum gﬁngsa Indonesia mempunyai sistem peradilan
dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen peradilan yang cukup urgen
adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang
terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan keterikatan dan
keterkaiian dengan komponen-komponen lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur
secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik
Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik
serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri
sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 1 disebutkan pengertian penyidik adalah pejabat
polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi
wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada dasarnya Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia dalam Pasal 4 yang berbunyi “ Kepolisian Negara Republik Indonesia

bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya

UNmmlﬁgﬁxﬁk%masyamkat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya
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Dengan demikian maka dapalah dikatakan disini bahwa pembahasan yang
dilakukan adalah sekitar mengenai penyitaan yang dilakukan oleh Petugas atau aparat

Polisi negara Republik Indonesia.

B. Alasan Pemilihan Judul
Adapun alasan pemilihan judul di dalam pembahasan skripsi ini aalah sebagai
berikut :

1. Di satu pihak penyitaan itu berarti suatu paksaaan guna melaksanakan suatu
penyidikan dan di lain pihak adalak merupakan campur tangan pihak pemerintah
terhadap kekuasaan serta hak milik pribadi seseorang yang dilindungi oleh hukum.
Sesungguhnya tak seorang pun yang boleh dipaksa untuk menerima perlakuan
secara sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadinya, keluarganya, rumahnya
atau surat-suratnya. Demikian juga dalam hal pelaksanaan penyitaan yang
dilakukan oleh hambahukum kepolisian, penulis ingin mengetahui sampai sejauh
mana pelaksanaan tugas anggota polisi tersebut sehubungan dengan hak milik
pribadi seseorang yang harta miliknya disita.

2. Setiap orang mempunyai hak untuk dilindungi hukum terhadap gangguan atau
penyerangan-penyerangan terhadap dirinya secara demikian, dan sesungguhnya
pula setiap orang mempunyai hak untuk mempunyai pemilikan baik secara
perseorangan ataupun secara bersekutu dengan orang lain. Tidak seorangpun yang
boleh dihilangkan hak miliknya secara sewenang-wenang. Dalam hubungan

UNIVERSTEAs mEipn disgtgsipenulis ingin mengetahui bagaimana tata caranya seseorang
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penyidikan tindak pidana. Karena POLRI sebagai penyidik tunggal tentu mempunyai

tugas yang lebih berat.

Hal tersebut di atas belumlah cukup karena masih timbul; persoalan yaitu :

POLRI dalam melaksanakan tugasny£ khususnya dalam hal penyitaan tak jarang

terdengar adanya tindakan penyidik yang dilakukan di luar dari yang seharusnya.

Dengan demikian yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi ini

adalah :

L.

2.

Sejauhmanakah pelaksanaan penyitaan menurut ketentuan undang-undang yang
dilaksanakaan oleh penyidik dalam praktek.
Sejauhmanakah kekuatan izin dari ketua pengadilan kepada penyidik Polri dalam
melakukan tugasnya mengadakan penyitaan ?

Bagaimana kedudukan benda yang disita tersebut jika ternyata penyitaan yang

dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada ?

. Hipotesa

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

. Bahwa di dalam praktek tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik adalah

menurut ketentuan undang-undang yang berlaku hanya saja terkadang ditemukan
sebagian kecil perbuatan dari aparat yang melakukan penyitaan bertentangan
dengan ketentuan perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya.

Pada dasarnya penyitaan hanya dapat dilakukan dengan surat izin ketua

univeReneadilan Negeriz getempat, hanya saja dalam keadaan yang sangat perlu dan
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mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin dari ketua
pengadilan negeri Setempat.

Terhadap benda yang disita tersebut tidak dapat diadakan proses pemeriksaan , dan
kepada pihak — pihak yang dlrugxkan dapat melakukan tuntutan ganti rugi atau

tidak melakukan tuntutan ganti rugi sama sekali.

E. Tujuan Pembahasan

Di antara tujuan penulis untuk melakukan penelitian dalam masalah penyitaan

yang dilakukan oleh penyidik pelisi ini adalah sebagai berikut :

1.

Untuk melihat secara langsung bagaimana sebenarnya tindakan-tindakan penyitaan
yang dilakukan oleh Polisi atau dengan kata lain untuk dapat melihat apakah
tindakan-tindakan penyidik Polisi dalam melakukan penyitaan telah beradasarkan
ketentuan-ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melihat pula sejauhmana kerjasama yang diberikan oleh masyarakat
terutama pihak yang terkait dalam hal membantu aparat kepolisian yang
melakukan tugasnya dalam hal melakukan penyitaan tersebut.

Melalui tulisan ini penulis bermaksud memberikan gambaran dan penjelasan
kepada masyarakat terutama para pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan
penyitaan sebagaimana tugasnya dan juga masyarakat luas sehubungan dengan
perkara pidana dalam hal penyitaan ini, sehingga masyarakat mengetahui hak-

haknya.

UNI¥-E Rsgan skvipsi ANl Arappinya dapat menjadi sumbangsih penulis kepada almamater
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serta Sistematika Penulisan.
Bab II yang berjudul, Tinjauan Umum Tentang Penyitaan dimana di dalam bab

ini akan diuraikan 3 (tiga) sub bab yaitu : Pengertian Penyitaan, Dasar Hukum

- Penyitaan serta Yang Berwenang Melakukan Penyitaan..

Bab III yang berjudul Penyitaan Yang Dilakukan Penyidik Menurut KUHAP,
dimana dalam pembahasannya akan diuraikan 3 (tiga) sub bab yaitu Macam-Macam
Benda Yang Dapat Disita serta Kedudukan Benda Sitaan Untuk Mewujudkan
Kebenaran materiil serta Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penyitaan.

Bab IV berjudul Masalah Penyitaan Pada Kepolisian, dimana dalam
pembahasan ini akan diuraikan 4 (empat) sub bab pembehasan yang mana pada sub
bab keduanya dibagi lagi menjadi dua anak sub bab yaitu : Tata Cara dan Prosedur
Pelaksanaan Penyitaan Yang Dilakukan Penyidik Polri, Permasalahan Dalam Hal
Proses Pelaksanaan Penyitaan serta Akibat Hukum Dari  Penyitaan Yang
Bertentangan dengan Hukum Acara Pidana dan Pengumpulan benda-Benda Yang
Disita

Bab V merupakan bab Kesimpulan dan Saran, yang terdiri dari dua sub bab

pembahasan yaitu Kesimpulkan dan Saran-Saran.
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BAB II

PENYITAAN SECARA UMUM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Penyitaan

Mengenai pengertian penyitaan ini * tidaklah terlalu sukar untuk

mengartikannya karena ketentuan KUHARP sendiri telah dengan tegas memberikan arti
terhadap pengertian dari penyitaan ini.
Pasal 1 butir 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan arti bahv.va
vang dimaksud dengar penyitaan adaleh : serangkaian tindakan penyidik untuk
mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau
tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam
penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Dari pengertian penyitaan tersebut di atas dapatlah dibuat suatu uraian bahwa
penyitaan itu dilakukan terhadap benda baik bergerak, tidak bergerak ataupun benda
berwujud maupun juga benda yang tidak berwujud.

Dari segi sifatnya, yang dimaksud dengan benda bergerak adalah tiap benda
yang dapat dipindahkan ketempat lain serta benda-benda lainnya yang oleh undang-
undang tidak dimasukkan ke dalam pengertian benda tidak bergerak, misalnya perabot
rumah dan lain sebagainya.

Mengenai benda-benda bergerak yang memang karena telah demikian

ditetapkan masing-masing, misalnya beberapa hak atas benda bergerak, yaitu :
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1. Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (undang-undang No. 7 tahun 1955) yang
pada pasal 18 ayat (1) menyebutkan :

Pegawai pengusut setiap waktu berwenang menyita atau menuntut penyerahan

untuk disita semua barang yang de{pat digunakan untuk mendapatkan keterangan

atau yang dapat dirampas atau dimusnahkan menurut keterangan undang-undang.
2. Undang-undang Tindak Pidana korupsi, Undang-undang No. 3 tahm 1971,

mengatur secara khusus tentang penyitaan, yang disebutkannya dalam pasal 12

yakni : penyidik berhak membuka/memeriksa dan menyita surat-surat dan kiriman

melalui badan Pos, telekomunikasi yang dicurigai mempunyai hubungan dengan
perkara korupsi yang sedang diperiksa.

3. Undang-undang lalu lintas Devisa (Undang-undang No. 32 tahun 1964), pasal 26
menyebutkan :

a. Untuk penyidikan tindak pidana yang tersebut dalam undang-undang ini,
disamping pegawai-pegawai yang pada umumnya diberi menyidik tindak
pidana ditunjuk pula :

- Pegawai Bea dan Cukai
- Pegawai Biro yang tunjuk oleh Dewan.

b. Pegawai penyidik tersebut di atas sewaktu-waktu berwenang untuk melakukan
penyitaan, begitu juga untuk menuntut penyerahan supaya dapat disita dari
pada segala barang yang dapat dipakai untuk mendapatkan kebenaran atau
yang dapat diperintahkan untuk merampas, memusnahkan atau dirusakkan
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B. Yang Berwenang Melakukan Penyitaan

Penyitaan merupakan tindakan hukum yang dilakukan pada tiap penyidikan.
Sesudah lewat taraf penyidikan tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas
nama penyidik. Itu sebabnya pasal 38 KUHAP dengan tegas menyatakan penyitaan
hanya dapat dilakukan oleh “ penyidik “. Dengan penegasan pasal pasal 38 tersebut,
telah ditentukan dengan pasti, hanya penyidik yang berwenang melakukan tindakan
penyitaan.

Penegasan ini diimplementasikan untuk adanya kepastian hukum. Agar tidak
terjadi simpang siur yang kita alami pada masa yang lalu dimana Polri dan peauntut
umum sama —sama berwenang melakukan penyitaan. Sebagai akibat dari setatus
mereka yang sama-sama memiliki wewenang melakukan penyidikan.

Dalam pasal 7 KUHAP ditegaskan bahwa penyidik karena kewajibannya
mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan
penyitaan. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai
penyidik maka menurut ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a, secara tegas instansi yang
diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah pejabat Polisi negara, jadi
KUHAP telah meletakkan tanggung - jawab fungsi penyidikan kepada instansi
kepolisian.

Di samping pejabat penyidik POLRI KUHAP juga memberi wewenang kepada
pejabat pegawai negeri sipil yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan
wewenang sebagai penyidik seperti yang telah diatur dan ditentukan dalam pasal 6
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Akan tetapi harus diingat wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat
penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan
tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus. Ini sesuai dengan
pembatasan wewenang yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) KUHAP yang berbunyi
: “ penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat 1
huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan
hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah
koordinasi dan di bawah pengawasan penyidik POLRI.

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan ssbagai penyidik, pejabat
polri yang bersangkutan harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu
telah ditegaskan dalam pasal 6 ayat 2 KUHAP yang mana dalam penjelasan pasal 6
dimaksud telah memberi petunjuk supaya dalam menetapkan kepangkatan pejabat
penyidik, disesuaikan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan
negeri.

Dalam pengaturan masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang
dikehendaki ketentuan pasal 6 ayat 2 KUHAP, maka Peraturan Pemerintah No. 27
Tahun 1983 menentukan syarat-syarat kepangkatan pejabat penyidik kepolisian, yakni
pada pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 memberikan perincian
sebagai berikut :

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik penuh harus memenuhi syarat
kepangkatan dan pengangkatan :
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- Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi,

- Atau yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu
sektor kepolisian tidak ada penyidik yang berpangkat pembantu Letnan Dua.

- Ditunjuk dan diangkat oleh kepala lEepolisian Republik Indonesia.

Penyidik pembantu.

Mengenai syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai penyidik pembantu
diatur dalam pasal 3 Peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1983 yang menyebutkan
pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu adalah :

- Sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua polisi

- Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan kepolisian negara dengan syarat
sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda (golongan II/A).

- Diangkat oleh kepala kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan
masing-masing.

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan.
Sesudah lewat taraf penyidikan tak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan
atas nama penyidik. Itu sebabnya pasal 38 KUHAP dengan tegas menyatakan
: “ penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik “. Dengan penegasan pasal 38
KUHAP tersebut, telah ditentukan dengan pasti, hanya penyidik yang berwenang
melakukan tindakan penyitaan.

Penegasan ini dimaksudkan untuk adanya kepastian hukum. Agar tidak terjadi
simpang siur seperti yang kita alami pada masa yang lalu dimana Polri dan penuntut

UN WE®RS] F8aHsamal berwanang melakukan penyidikan. Kesimpang siuran inilah yang
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cara penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak serta penyitaan dalam keadaan

tertangkap tangan dan penyitaan tidak langsung berupa perintah penyerahan barang

yang perlu disita oleh penyidik kepada pemilik atau pemegang benda.

Di bawah ini akan diuraikan satu persatu tentang bentuk dan tata cara

penyitaan :

1.

Bentuk Penyitaan biasa dan tata caranya

Penyitaan dengan bentuk dan prosedur biasa inilah merupakan aturan umum

penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau

keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan bentuk dan prosedur biasa inilah

yang harus ditempuh penyidik. Penyimpangan dari aturan dan tata cara biasa,

hanya dapat dilakukan bila terdapat keadaan-keadaan yang mengharukan untuk

mempergunakan aturan bentuk dan prosedur lain, sesuai dengan keadaan yang

mengikuti peristiwa itu dalam kenyataan.

Adapun tata cara pelaksaaan penyitaan bentuk yang biasa atau yang umum dapat

kita uraikan sebagai berikut :

Harus ada surat izin penyitaan dari Ketua pengadilan Negeri

Sebelum penyidik melakukan pelaksanaan penyitaan, terlebih dahulu dia harus
meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam permintaan surat
izin tersebut, penyidik memberi penjelasan dan alasan-alasan pentingnya
dilakukan penyitaan, guna dapat memperoleh barang bukti baik sebagai barang
bukti untuk penyidikan, penuntutan dan untuk barang bukti dalam persidangan
nanti.

Memperlihat atau menunjukkan tanda pengenal

Syarat kedua yang harus dipenuhi penyidik ialah menunjukkan tanda pengenal
jabatan kepada orang dari mana benda itu akan disita. Hal ini perlu agar ada
kepastian bagi orang yang bersangkutan bahwa dia benar-benar berhadapan
dengan petugas penyidik (pasal 128 KUHAP). Dengan adanya ketentuan ini,

UNIVERSIT%S’%/IE‘SEH@J'M lebih dulu tanda pengenalnya, orang yang hendak disita
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pengecualian dari penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik
dapat langsung menyita sesuatu benda dan alat :
a. Yang langsung dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
b. Atau benda dan alat yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan
tindak pidana.
c. Atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.
4. Penyitaan Tidak Langasung

Kalau dalam keadaan tertangkap tangan kita mengenal bentuk dan cara penyitaan
langsung oleh penyidik terhadap benda dan alat serta benda-benda pos atau paket
melalui jawatan maupun perusahaan pengangkutan, maka pasal 42
memperkenalkan bentuk dan cara penyitaan tidak langsung, artinya benda yang

- hendak disita tidak langsung didatangi dan diambil sendiri ileh penyidik dari
tangan dan kekuasaan orang yang memegang dan menguasai benda dimaksud.
Tetapi seolah-olah penyidik mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan
sendiri benda yang hendak disita dengan sukarela.

5. Penyitaan Terhadap Surat atau Tulisan lain.

Adapun yang dimaksud dengan surat atau tulisan lain pada pasal 43 KUHAP ini
adalah surat atau tulisan yang disimpan atau dikuasai oleh orang tertentu, dimana
orang tertentu yang menyimpan atau menguasai surat itu, diwajibkan
merahasiakanya oleh Undang-undang. Misalnya saja surat dari pejabat notaris.
Dalam hal ini harus dibedakan dengan surat yang menyangkut rahasia negara.

UNIVERsITASAD AMerglsy vang berkewajiban menurut undang-undang untuk
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merahasiakan surat atau tulisan itu setuju atas penyitaan yang dilakukan oleh
penyidik, penyidik dapat dilakukan tanpa surat izin dari ketua pengadilan negeri.
Akan tetapi kalau mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk
merahasikan tidak setuju atas penyitaan yang dilakukan penyidik, maka dalam hal
seperti ini penyitaan hanya dapat dilakukan atas izin khusus ketua pengadilan

negeri setempat.

D. Penyimpanan Benda Sitaan

Setelah penyidik atau penyelidik melakukan tugasnya dalam penyitaan, maka
hal selanjutnya adalah tentang penyimpanan benda sitaan tersebut.

Sebelum perkara tindak pidana tersebut diputuskan oleh hakim, maka barang
bukti yang diajukan dalam perisdangan tersebut disimpan dalam rumah penyimpanan
benda sitaan negara (RUPBASAN).

Yang dimaksud dengan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
(RUPBASAN) adalah suatu tempat dari benda-benda yang disita oleh negara untuk
keperluan proses peradilan. Hal ini diatur dalam pelaksanaan KUHAP — Peraturan
Pemerintah No.27 Tahun 1983.

Lebih lanjut pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1 983

menyebutkan :
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(1) Ditiap ibukota/kotamadya dibentuk RUPBASAN oleh Menteri.

(2) Apabila dipandang perlu Menteri dapat membentuk RUPBASAN di luar tempat
sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) yang merupakan cabang RUPBASAN.

(3) Kepala cabang RUPBASAN dlangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Lembaga RUPBASAN ini berada di bawah naungan departemen Kehakiman
dan sebelum ada terbentuk lembaga ini artinya sebelum ada peraturan pelaksananya
maka segala penyimpanan benda sitaan dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai
dengan tingkat pemeriksaannya.

Selanjutnya mengenai pengurusan dari benda sitaan ini dapatlah diuraikan
sebagai berikut :

Terhadap benda yang terlarang atau terlarang untuk diedarkan.

Dalam hal tersebut maka benda tersebut dirampas untuk kepentingan negara
atau dimusnahkan. Yang dimaksud dengan dirampas untuk negara adalah benda yang
disita tersebut diserahkan kepada departemen yang bersangkutan sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku, misalnya senjata api, obat-obatan dan sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud dengan dirampas untuk dimusnahkan adalah tiap
benda yang sifatnya sedemikian rupa sehingga harus dimusnahkan hingga tidak dapat
dipakai lagi misalnya uang palsu, alat untuk membuat uang palsu, narkotika dan
sebagainya.

Mengenai pengurusan dari senjata api, Jaksa Agung RI dalam suatu
instruksinya No. Insir. 008/JA/10/1972 yang menginstruksikan kepada seluruh Kepala

UN RéjR&datSTHgbtntdhig/hal-hal sebagai berikut :
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1. Melaporkan semua barang bukti rampasan senjata api dan bahan peledak.

2. Segera memusnahkan sehingga tidak dapat dipakai lagi senjata api, amunisi dan
bahan peledak yang rusak dan/atau tidak dapat diperbaiki lagi dengan disaksikan
oleh pejabat setempat yang berwen:;ig.

3. Segera mengirimkan laporan tersebut pada angka (1) dan laporan acara
pemusnahan tersebut pada angka (2) kepada jaksa Agung RI up. Jaksa Agung
Muda Bidang Operasi dan Jaksa Agung Muda bidang pembinaan.

4. Permohonan penggunaan senjata api tersebut pada angka (1) untuk kepentingan
dinas termasuk senjata api dan amunisi yang telah digunakan, sebelum
dipergunakan, sebelum dikeluarkan instruksi ini disampaikan kepada Jaksa Agung
RI up. Jaksa Agung Muda bidang Intel oleh Kejati yang berkepentingan untuk
mendapatkan persetujuan pemeriksaan.

5. Melaksanakan instruksi ini dengan penuh rasa tanggung-jawab.

Selanjutnya mengenai benda sitaan yang berupa obat-obatan, maka
sebagaimana dengan perjanjian kerjasama antara Jaksa Agung dengan Menteri
Kesehatan tanggal 8 Juli 1983, maka pemusnahannya diserahkan kepada Dinas
Kesehatan, hal ini memang selaras dengan bunyi pasal 45 ayat (4) KUH Pidana.
terhadap benda yang disita tersebut mudah rusak atau yang lekas rusak atau yang
membahayakan.

Jika benda yang disita tersebut mudah rusak atau membahayakan sehingga
tidak mungkin disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara tersebut

UNihaERsiDeh MieRudtaaRIBkum yang tetap atau biaya penyimpanan benda tersebut
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menjadi sangat tinggi maka sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau

kuasanya, dapatlah diambil tindakan.

1. Apabila perkara tersebut masih di tangan penyidik atau penuntut umum, benda
tersebut dapat dijual atau dilelangw’atau diamankan oleh penyidik atau penuntut
umum dengan disaksikan oleh yang bersangkutan atau kuasanya. |

2. Apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan benda tersebut dapat diamankan
atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan
perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya, pasal 45 ayat (1)
KUHAP.

Pelaksanaan lelang dilakukan di Kantor Lelang Negara, setelah diadakan
konsultasi dengan pihak penidik atau penuntut umum setempat atau hakim yang
bersangkutan (sesuai dengan tingkat pemeriksaannya) dan lembaga yang ahli dalam
menentukan sifat benda lekas rusak. Kemudian uang hasil pelelangan dipakai sebagai
barang bukti (pasal 45 ayat (2)), sedangkan yang untuk bahan pembuktian sedapat
mungkin disisihkan sebahagian kecil dari benda tersebut (pasal 45 ayat (5) KUHAP).

Mengenai pengurusan benda sitaan ini, meka menurut hemat penulis adalah
masalah tanggung-jawab dari oknum / instansi yang mengurusnya. Dikatakan
sedemikian karena tidak menutup kemungkinan bahwa benda yang disita tersebut
akan rusak / hilang ataupun diganti dengan benda lain baik sebahagian ataupun
seluruhnya.

Dalam hal ini dapat dimislakan, pada barang bukti hasil perjudian yang disita

UNIX&%SS&;FQEMEE&M%%}um dan tatakala diajukan ke Pengadilan uang tersebut hanya
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Sehingga tidak jarang penguasa pada waktu tersebut melakukan tindakan yang
merugikan rakyat yang mana aturan hukumnya tidak ada mengaturnya lebih dahulu.
Banyak rakyat yang dijatuhi hukuman sementara tidak ada aturan hukum yang lebih
dahulu mengaturnya, demikian juga teﬂiang pemungutan pajak.

Setelah adanya proses rakyat disana — sini, maka kemudian kekuasaan raja

dibatasi, tentu kita masih ingat dengan apa yang disebut dengan Magna Charta 1512,
demikian juga Petion of Right, semua itu adalah piagam-piagam yang dikenal dengan
maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa.‘
Dalam sistem hukum pidana Indoensia kita mengenal suatu asas hukum yang berbunyi
“ Nullum Delictum , nulia poena sine leg poenali “ yang secara umum bila
diterjemahkan artinya adalah tiada suatu hukuman dapat dijatuhkan kepada seseorang
sebelum ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu.

Implementasi dari asas hukum ini, dapat kita lihat dalam pasal 1 KUH Pidana
yang mengatakan :

“ Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana
dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan i

Dan ini juga berarti bahwa hukum pidana itu tidak mengenal hukum yang berlaku
suurt.

Peraturan yang dicantumkan dalam pasal 1 ayat (1) KUH Pidana tersebut di
atas adalah suatu cermin untuk mewujudkan kebenaran materil atau kebenaran yang

UNRRRARS BtAS Sl ak Niddihda mengarah kepada kebenaran yang hakiki.
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mengangkat/membawa dandang tersebut.

Lantas oleh hakim spontan dikatakannya kepada terdakwa baiklah jika
memang saudara tidak ada mencurinya yah sudahlah dan secara spontan pula sang
hakim menyuruh ambil saja dandang itu untukmu. Dan entah bagaimana si terdakwa
dengan secepatnya dapat membawa dandang tersebut dengan mengapitkan lengannya
yang putung mengangkat dandang tersebut.

Akhirnya hakim setelah melihat kenyataan yang ada menghukum si terdakwa
bersalah mencuri dandang milik orang lain. Ilustrasi di atas memberikan image kepada
kita bahwa meskipun barang bukti telah ada namun kepada hakim masih dituntut suatu

kejelian yang sifatnya teknis untuk tentunya mewujudkan kebenaran materiel.
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BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah mengadakan pembahasan pada bab-bab terdahulu tentang isi judul
skripsi yang diajukan penulis maka akhirnya sampailah penulis pada bagian akhir

yaitu berisi kesimpulan dan saran-saran.

A. Kesimpulan

1. Pada prinsipnya suatu penyitaan itu harus terlebih dahulu ada izin dari Ketua
Pengadilan Negeri setempat kecuali dalam hal penyitaan itu dilakukan karena
terpaksa atau mendesak, maka setelah itu penyidik harus segera
melaporkannya kepada ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh
persetujuan atas pelaksanaan penyitaan yang dilakukan.

2. Bahwa angka penyitaan di wilayah hukum Ditserse Poldasu Medan angka
penyitaan cukup tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri Medan belum pernah
menolak memberikan persetujuan atas penyitaan yang sebelumnya telah
dilakukan oleh Ditserse Poldasu Medan.

3. Apabila benda yang disita tidak lagi diperlukan kepentingan atau kegunaannya

baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun di peradilan, maka benda
sitaan yang dimaksud dikembalikan kepada yang paling berhak kecuali benda

UNIVERSITG MR ANidibsAp berbahaya, maka benda yang berbahaya tersebut
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4. Dalam melaksanakan razia, seringkali polisi melakukan penggeleahan badan

dan barang, yang mana sekaligus melakukan tindak penyitaan dan penyitaan
tersebut sebelumnya tidak mempunyai izin dari Ketua Pengadilan Negeri

setempat.

B. Saran-Saran

1.

Disarankan kepada masyarakat khususnya yang tersita agar sebelum penyidik
melakukan penyitaan terlebih dahulu meminta surat-surat identitas dari petugas
penyitaan dan yang penting meminta agar petugas menunjukkan surat izin
penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Sejalan dengan apa yang menjadi tujuan dari Hukum Acara Piadana yang baru
yang dapat memberikan perlindungan dan jaminan atas hukum dan
kepentingan masyarakat khususnya dalam melakukan penyitaan atas benda
yang dimiliki seseorang yang sebelumnya diduga diperoleh dari suatu tindakan
pidana, maka kepada penegak hukum yang fungsi dan wewenangnya sebagai
penyidik ridak dengan mudah menggunakan upaya paksa terhadap benda yang
disita, tetapi haruslah terlebih dahulu didasarkan kepada data-data atau
keterangan yang jelas, bahwa benda yang disita itu merupakan benar-benar
dari suatu tindak pidana sehingga penyitaan benda itu mempunyai kepastian

hukum sebagai barang bukti.

3. Bahwa berhubung karena hingga kini belum terdapat rumah penyimpanan

UNIVERSIEASMED/SN SREA negara seperti yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) PP

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apangmte%qu%% izin Universitas Medan,

om (renosnorv.uma.ac.lﬁ{fa /18/24



A

Bayu Puji Hariyanto - Masalah Penyitaan yang Dilakukan oleh Polri Selaku ...

No. 27 Tehur 1983, maka untuk keamanan dari benda sitaan tersebut perlu
untuk secepatnva meralisir rumah penyimpanan yang dimaksud.

4. Agar masvarakat mengetahui secara jelas tentang kedudukan benda sutaan
untuk mewujudkan kebenaran materiel, maka kepada pihak penegak hukum,
hakim, jaksa, polisi dan parat yang terkait dengannya dapat memberikan
informasi yang jelas berupa penyuluhan-penyuluhan di bidang hukum

sehingga masyarakat tidak takut membuktikan apa yang menjadi haknya.
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